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Penyelenggaraan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten
Lumajang pada tahun 2020 dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan
sasaran yang ditetapkan. Untuk mengukur pencapaian kinerja yang telah
diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan telah dicapai melalui program
dan kegiatan tersebut, disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2020.

Sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten
Lumajang tahun 2018-2023, pada tahun 2020 pencapaian tujuan Inspektorat
diukur dari capaian 1 (satu) sasaran stretegis yang terdiri dari 3 (tiga)
indikator kinerja utama dan telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja.
Adapun sasaran dan indikator kinerja utama tersebut di tahun 2020 rata-rata
tercapai 89% (sangat baik) dari targetnya sedangkan realisasi anggaran TA.
2020 terealisasi 91%.

Capaian tersebut menunjukkan kinerja seluruh komponen Inspektorat
Daerah yang diupayakan lebih baik dari tahun ke tahun dan akan dievaluasi
sebagai sumber informasi dan referensi yang efektif bagi upaya perbaikan dan
optimalisasi kinerja serta inovasi untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran pemerintah daerah.

Lumajang, 31 Januari 2021

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATENLUMAJANG

Ir. MOHAMAD SUNARDI, MM
NIP. 19640701 199003 1 011
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Tahunan (LKj) merupakan media Presentation &
Disclosure sejauh mana instansi pemerintah berjalan sesuai dengan
perencanaan stratejik dan tuntutan perubahan yang ada di tengah
masyarakat sesuai dengan Sistem AKIP sebagai Pertanggunggutan
(accountability) Penyelenggaraan pengawasan Urusan Pemerintahan. Laporan
Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang
capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan
dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan  Belanja
Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) berdasarkan
SAKIP. Sedangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang
selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematik dari berbagai
aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan
pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan
pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka
pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme antara lain disebutkan bahwa prinsip-prinsip atau azas-azas
umum penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib
penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas
proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas.

Oleh karena itu Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang berkewajiban
mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang telah dilaksanakan.
Pertanggungjawaban tersebut salah satunya disajikan dalam Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKj) Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang selain

Laporan Keuangan.



Selain memenuhi tuntutan untuk akuntabilitas, hal terpenting dari
latar belakang penyusunan laporan akuntabilitas ini adalah keinginan yang
kuat dari Inspektorat daerah Kabupaten Lumajang untuk mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan terwujudnya tiga
pilar tata pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, partisipasi, dan

transparansi penyelenggaraan pengawasan internal pemerintahan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Sistem AKIP merupakan bagian dari perwujudan implementasi sistem
pengendalian manajemen sektor publik di Kabupaten Lumajang termasuk
penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemerintah oleh Inspektorat Daerah
Kabupaten Lumajang. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi
manajemen Inspektorat Daerah untuk memastikan bahwa visi, misi dan
tujuan stratejik Inspektorat daerah telah dapat dipenuhi melalui
implementasi strategi pencapaian berupa program dan kegiatan yang selaras
yang nantinya akan memberikan sumbangsih dan dukungan secara memadai
terhadap pencapaian visi dan misi, tujuan dan sasaran pemerintah
Kabupaten Lumajang. Atas dasar tersebut, siklus sistem AKIP diawali dengan
penyusunan Rencana Strategis yang mendefinisikan visi, misi dan
tujuan/sasaran dan program Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang.

Maksud disusunnya Laporan Kinerja (LKj) adalah untuk menilai
capaian kinerja penyelenggaraan pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten
Lumajang yang berhasil dicapai dan sumbangsih atau dukungan terhadap
pencapaian Tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Lumajang. Pada akhir
periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja Inspektorat Daerah
dikomunikasikan kepada para stakeholders dalam wujud Laporan Kinerja
(LKj) untuk kemudian dikompilasi dan dientri sebagai sumber informasi
Laporan Kinerja (LKJ) Kabupaten Lumajang.

Disusunnya Laporan Kinerja (LKj) penyelenggaraan pengawasan

memiliki dua tujuan. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan



sarana bagi Instansi pengawasan untuk menyampaikan pertanggungjawaban
kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholder). Kedua, laporan
akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian Kkinerja
penyelenggaraan pengawasan Inspektorat Daerah sebagai upaya untuk
memperbaiki kinerja di masa datang atau dalam upaya peningkatan kinerja
secara kontinyu (continous improvement) organisasi baik dalam bentuk
regulasi, distribusi, maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh

Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang

C. GAMBARAN UMUM

1. Perangkat Daerah

Pembentukan Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang ditetapkan
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 15 Tahun 2016, tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan dijelaskan dengan
Peraturan Bupati Lumajang Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat
Daerah.

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan
pemerintah daerah. Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur Daerah yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris daerah. Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati
membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah. Di samping itu, Inspektorat Daerah dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan
fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi
pengawasan;

b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja, keuangan dan
kepatuhan melalui pemeriksaan, reviu, Evaluasi, pemantauan, dan

kegiatan pengawasan lainnya;



c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas Penugasan dari
Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;

e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya.

Berikut adalah struktur organisasi Inspektorat Daerah berdasarkan

Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang No. 45 Tahun 2020
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Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang



2. Sumber Daya Aparatur

Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dapat dilihat
pada tabel berikut :
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun

2020
A. Status kepegawaian
- Pegawai negeri sipil (PNS) : 33 orang
- Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) : - orang
- Tenaga Kontrak : 5 orang
B. Latar belakang pendidikan
- Magister (S2) : 2 orang
- Sarjana (S1) : 20 orang
- Sarjana Muda/Diploma III (D3) : - orang
- Sarjana Muda/Diploma II (D2) : - orang
- Sarjana Muda/Diploma I (D1) : - orang
- SLTA : 10 orang
- SLTP : 1 orang
- SD : - orang

C. Pangkat dan Golongan
- Pembina Utama Madya (IV/d) - orang
- Pembina Utama Muda (IV/c) 2 orang
- Pembina Tingkat I (IV/b) : 5 orang
- Pembina (IV/a) : 2 orang
- Penata Tingkat I (III/d) : 4 orang
- Penata (III/c) 7 orang
- Penata Muda Tingkat I (III/b) - orang
- Penata Muda (III/a) : 4 orang
- Pengatur Tingkat I (II/d) : 2 orang
- Pengatur (II/c) : 2 orang
3

- Pengatur Muda Tingkat I (II/b) : orang
- Pengatur Muda (II/a) : - orang
- Juru Tingkat I (I/d) : - orang
- Juru (I/¢) : - orang
- Juru Muda Tingkat I (I/b) : - orang
- Juru Muda (I/a) : - orang
D. Pejabat Stuktural

- Eselon II : 1 orang
- Eselon III : 5 orang
- Eselon IV : 3 orang
Pejabat Fungsional

- Auditor Muda : 6 orang
- Auditor Pertama : - orang
- Auditor Pelaksana Lanjutan : 1 orang



Pejabat Fungsional

- Pengawas Pemerintahan Madya : 5 orang
- Pengawas Pemerintahan Muda : 1 orang
- Pengawas Pemerintahan Pertama : - orang

Persentase Sumber Daya Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten
Lumajang berdasarkan Strata Pendidikan dapat dilihat sebagaimana diagram

dibawah ini:

SUMBER DAYA APARATUR INSPEKTORAT DAERAH
HABUPETEN LUMAJANG
BERDASARHKAN STRATA PENDIDIKAN
SLTP SD
3% 0%

Gambar 2 Diagram Sumber Daya Apatur Inspektorat Daerah Kabupaten
Lumajang Berdasarkan Strata Pendidikan
Sedangkan dJumlah Sumber Daya Aparatur Inspektorat Daerah
Kabupaten Lumajang berdasarkan Kkelas kelompok wusia disajikan

sebagaimana diagram berikut ini:



SUMBERDAYA APARATUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
BERDASARKAN KELOMPOK USIA
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Gambar 3. Diagram Sumber Daya Apatur Inspektorat Daerah Kabupaten
Lumajang Berdasarkan Kelompok Usia

D. DASAR HUKUM

Dasar hukum Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah

Kabupaten Lumajang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang
mengisyaratkan pentingnya akuntabilitas dalam perencanaan anggaran
dan pertanggungjawaban anggaran. Dalam tahap pertanggungjawaban
anggaran sangat jelas bahwa Kepala Daerah wajib bertanggung jawab
terhadap outcome dan disampaikan sebagai penjelasan dalam Nota
Perhitungan Anggaran (NPA);

2. Bab II Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah, bahwa Dalam
rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas
Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan
Laporan Kinerja, dimana laporan kinerja dibuat berdasarkan sistem AKIP

3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;



4. Permepan nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 Pemerintah
Kabupaten Lumajang;

6. Peraturan Bupati Lumajang No. 6 Tahun 2018 tentang tentang Pedoman

Penyusunan Pelaporan Kinerja

E. SISTEMATIKA

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020
disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Lumajang No. 6 Tahun
2018 tentang tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja. Alur dokumen
SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dimulai dari perencanaan
sampai dengan dengan pelaporan yang dapat disajikan dalam bentuk alur

sebagai berikut:

RENSTRA

RENJA
Tahunan

v

Perjanjian Kinerja

v

LAKIP Triwulan Pelaksanaan _ gnggaran Kinerja

v v

LAKIP LRA Triwulan

v

Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
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Gambar 4. Alur Dokumen SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang

Adapun Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang

Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I

BAB 1II

BAB III

: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan,
Gambaran Umum, dasar Hukum, dan Sistematika sehingga
substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik,
yaitu dengan menekankan pada aspek strategis organisasi serta

strategi issue yang sedang dihadapi organisasi.

: PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja
tahun yang bersangkutan, mengurai mengenai Renstra 2018-2023,
Pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, sasaran program,

IKU, Program Kegiatan serta Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

: AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan :

. Capaian Kinerja Organisasi pada sub bab ini disajikan capaian
kinerja organisasi untuk setiap pernyataan Kkinerja sasaran
strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran Kkinerja
organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis
tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;



Perbandingan antararealisasi kinerja serta capaian Kkinerja
tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini
dengan target jangka menengah yang terdapat dalam
dokumen perencanaan strategis organisasi;

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar
nasional (jika ada);

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan peningkatan/
penurunan Kkinerja serta alternative solusi yang telah
dilakukan;

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, Pengukuran
Capaian Kinerja, Capaian Kinerja, Akuntabilitas Keuangan
dan Permasalahan serta Strategi Pemecahan Masalah;

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran

yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan

kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja

organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan

organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

o0 e N =

MATRIKS RENSTRA 2018-2023
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
PENGUKURAN KINERJA

RENJA TAHUN 2020

PENGHARGAAN

LAIN-LAIN YANG DIANGGAP PERLU
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BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2018 - 2023

Visi Kabupaten Lumajang adalah “Terwujudnya Masyarakat Lumajang
yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat”. Untuk mewujudkan Visi
tersebut, dirumuskan Misi prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan
dalam kurun waktu lima tahun ke depan agar tujuan pembangunan dapat
tercapai. Secara garis besar Misi Prioritas Pembangunan Kabupaten
Lumajang Tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pada
pertanian, usaha mikro dan pariwisata;
2. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih

sejahtera dan mandiri;

11



3. Reformasi yang efektif, professional, akuntabel dan transparan untuk
mewujudkan pemerintahaan yang baik, benar dan bersih (good and clean
governace) yang berbasis teknologi Informasi.

Berkaitan dengan misi yang ketiga peran Inspektorat Daerah selaku
institusi pengawasan akan menindaklanjuti dan mengimplemtasikan visi dan
misi tersebut. Tujuan Pemerintah Kabupaten Lumajang merujuk pada
RPJMD adalah “Meningkatkan Reformasi Birokrasi dalam Penyelenggaraan
Pemerintah” dengan indikator tujuan “Indeks Reformasi Birokrasi”. Tujuan
yang telah ditetapkan Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang selaras
dengan sasaran RPJMD yaitu “Meningkatkan Penyeleggaraan Pemerintahan
yang bersih dan bebas dari KKN” dengan indikator tujuan adalah Jumlah
OPD yang layak ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK berdasarkan
Self Assessment WBK. Sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten
Lumajang adalah Meningkatnya sistem pengendalian internal
penyelenggaraan pemerintah menuju good governance dan meningkatnya
efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan pemerintah.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah

Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 maka Inspektorat Daerah
Kabupaten Lumajang menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja
(PK) Tahun 2020 dengan indikator sasaran dan terget sesuai dengan yang
telah tertuang dalam matriks Renstra. Setiap sasaran telah dirumuskan
dalam indikator dan target kinerja yang spesifik dan terukur. Target
pencapaian tahunan merupakan bagian integral dari target yang lebih

strategis yaitu pencapaian target jangka menengah 5 tahunan.

Tabel 2.1 Tujuan Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2020

Tujuan Sasaran Strategis Indikator Satuan | Target
Meningkatkan Jumlah OPD OPD 1
Penyeleggaraan yang layak
Pemerintahan ditetapkan
yang bersih dan sebagai zona

integritas

12



bebas dari KKN menuju WBK
berdasarkan Self
Assessment WBK
Meningkatnya 1) Persentase % 50
sistem OPD dengan
pengendalian maturitas
internal SPIP level 3
penyelenggaraan 2) Nilai Angka 3
pemerintahan Kapabilitas
menuju good APIP
governance dan 3) Persentase % 75
meningkatnya pemenuhan
efektivitas aksi
manajemen risiko pencegahan
dalam dan
penyelenggaraan pemberantas
pemerintahan an korupsi

Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang disusun
berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesi Nomor 53 tahun 2014 tentang
Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 5
Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja. Perjanjian
Kinerja adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji
untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu
tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Perjanjian kinerja antara lain adalah untuk
meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan Kkinerja aparatur, sebagai
wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah,
sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi

kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan

sanksi.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Inspektur daerah Tahun 2020
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Sasaran Indikator Program Satuan | Target
Strategis
Meningkatnya 1) Persentase Peningkatan Sistem % 50
sistem OPD dengan | Pengawasan
pengendalian maturitas Internal Dan
internal SPIP level 3 | Pengendalian
penyelenggaraa Pelaksanaan
n pemerintahan Kebijakan Kepada
menuju good Daerah
governance dan
Meningkatnya Penyelenggaraan
efektivitas Sistem
manajemen Pengendalian Intern
risiko dalam Pemerintah
penyeler‘lggaraa 2) Nilai Peningkatan Angka 3
n pemerintahan Kapabilit fesionalisme
apabilitas | pro
APIP tenaga pemeriksa
dan aparatur
pengawasan
Penataan dan
penyempurnaan
kebijakan sistem
dan prosedur
pengawasan
3) Persentase Peningkatan % 75
pemenuhan | Percepatan
aksi Pemberantasan
pencegahan | Korupsi
dan
pemberanta
san korupsi

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, maka perlu sumberdaya

berupa anggaran sebagai modal untuk melaksanakan program dan kegiatan
sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun. Berikut adalah nomenklatur
program dan pagu anggaran sesuai dengan perjanjian kinerja antara

Inspektur Daerah dengan Bupati Lumajang

Tabel 2.3 Program, Kegiatan dan Pagu Anggaran Inspektorat Daerah

Kabupaten Lumajang Tahun 2020
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Program /Kegiatan Anggaran
A. Program/Kegiatan Pendukung
1 Program Pelayanan Administrasi dan Rp. 638.079.000
Operasional Perkantoran
Pelayanan Administrasi Perkantoran 638.079.000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana [Rp. 153.524.000
Aparatur
Pembangunan/ Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana 26.500.000
dan Prasaranan Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana 127.024.000
Aparatur
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem [Rp. 10.000.000
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 5.000.000
Realisasi Kinerja SKPD/ LAKIP
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan 0
Prognosis Realisasi Anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 5.000.000
Penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) SKPD 0
B. Program/Kegiatan Teknis
4 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Rp. 1.016.150.000

Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan Kepala Daerah

Pelaksanaan Pengawasan Internal dan Tindaklanjut 109.695.000
Pengawasan Secara Berkala

Inventarisasi Temuan Pengawasan 0
Tindaklanjut Hasil Temuan Pengawasan 17.844.000
Koordinasi Pengawasan yang Lebih komprehensif 14.566.000
Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan 0
Penanganan Kasus dan Pengaduan di Lingkungan 172.500.000
Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Bawahannya

Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 31.275.000
Pemerintahan (AKIP)

Penyusunan dan Updating Peta Pengawasan (Audit 0

Universe)
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Pelaksanaan Pengawasan Internal Dengan Tujuan 409.375.000
Tertentu
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Mutu 27.775.000
Pengawasan
Evaluasi Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 20.225.000
Review Dokumen SAKIP/ Kinerja Penyelenggaraan 41.700.000
Pemerintah Daerah
Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 88.175.000
Review Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 83.020.000

5 Program Peningkatan Perofesionalisme Rp. 0]
Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan 0
aparatur pengawasan

6 Program Penataan dan Penyempurnaan Rp. 72.891.000
Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur 13.261.000
Pengawasan
Penyusunan dan Pemeliharaan Sistem Informasi 59.630.000
Pengawasan Internal

7 Program Penyelenggaraan Sistem Rp. 69.426.000
Pengendalian Intern Pemerintah
Penyelenggaraan dan Pelaporan SPIP 13.046.000
Pembinaan Implementasi Sistem dan Peraturan 56.380.000
Perundangan Bagi Auditee

8 Program Peningkatan Percepatan Rp. 167.598.000
Pemberantasan Korupsi
Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan Tututan 0
Ganti Rugi
Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan 27.123.000
Percepatan
Penyelenggaraan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber 140.475.000
Pungli) dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)
Operasional Penyelenggaraan Tugas TP4D 0

JUMLAH Rp.

2.127.668.000

Dalam upaya mencapai target sasaran (hasil maka perlu adanya

program dan kegiatan yang lebih bersifat operasional dan teknis. Berikut
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adalah Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah berdasarkan Rencana Kerja

(Renja) Inspektorat Daerah tahun 2020.

Tabel 2.4 Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang

Tahun 2020

No PROGRAM KEGIATAN
1 | Program Pelayanan 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
Administrasi
Perkantoran
2 | Program Peningkatan 1. Pembangunan/ Pengadaan dan
Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Sarana dan Prasaranan
Aparatur Aparatur
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana
dan Prasarana Aparatur
3 | Program Peningkatan 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Pengembangan Sistem dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/
Pelaporan Capaian LAKIP
Kinerja dan Keuangan 2. Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran dan Prognosis Realisasi
Anggaran
3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
4. Penyusunan rencana kerja dan
anggaran (RKA) SKPD
4 | Program Peningkatan 1. Pelaksanaan Pengawasan Internal dan
Sistem Pengawasan Tindaklanjut Pengawasan Secara
Internal dan Berkala
Pengendalian 2. Inventarisasi Temuan Pengawasan
Pelaksanaan Kebijakan 3. Tindaklanjut Hasil Temuan
Kepala Daerah Pengawasan
4. Koordinasi Pengawasan yang Lebih
komprehensif
5. Evaluasi Berkala Temuan Hasil
Pengawasan
6. Penanganan Kasus dan Pengaduan di
Lingkungan Pemerintah Daerah dan
Pemerintahan Bawahannya
7. Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Pemerintahan (AKIP)
8. Penyusunan dan Updating Peta
Pengawasan (Audit Universe)
9. Pelaksanaan Pengawasan Internal
Dengan Tujuan Tertentu
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10.

11.

12.

13.

14.

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Mutu Pengawasan

Evaluasi Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi

Review Dokumen SAKIP/ Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Review Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah

Review Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah

5 | Program Peningkatan 1. Pelatihan pengembangan tenaga
Perofesionalisme Tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Pemeriksa Dan Aparatur
Pengawasan

6 | Program Penataan Dan 1. Penyusunan Kebijakan Sistem dan
Penyempurnaan Prosedur Pengawasan
Kebijakan Sistem Dan 2. Penyusunan dan Pemeliharaan Sistem
Prosedur Pengawasan Informasi Pengawasan Internal

7 | Program 1. Penyelenggaraan dan Pelaporan SPIP
Penyelenggaraan Sistem | 2. Pembinaan Implementasi Sistem dan
Pengendalian Intern Peraturan Perundangan Bagi Auditee
Pemerintah

8 | Program Peningkatan 1. Penanganan Tuntutan Perbendaharaan
Percepatan dan Tututan Ganti Rugi
Pemberantasan Korupsi | 2. Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi

Pelaksanaan Percepatan
Pemberantasan Korupsi

3. Penyelenggaraan Sapu Bersih
Pungutan Liar (Saber Pungli) dan Unit
Pengendalian Gratifikasi (UPQG)

4. Operasional Penyelenggaraan Tugas

TP4D

Selanjutnya untuk program

dan indikator (out come) Inspektorat

Daerah Kabupaten Lumajang dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai

berikut:

Tabel 2.5 Program dan Indikator Kinerja Program (out come) Inspektorat
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020

| NO | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM
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(OUT COME)

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran

Persentase pemenuhan
pelayanan administrasi
perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur

Persentase pemenuhan sarana
dan prasarana aparatur

Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase LKj yang diterbitkan

Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan Kepala Daerah

Persentase Rekomendasi hasil
pengawasan yang Ditindak
Lanjuti

Persentase Kasus/ Pengaduan
Masyarakat Yang Ditindak
Lanjuti APIP sesuai standar

Persentase PD yang
mendapatkan nilai evaluasi
SAKIP minimal B

Program Peningkatan
Perofesionalisme Tenaga Pemeriksa
Dan Aparatur Pengawasan

Persentase APIP berkompetensi
dalam pemeriksaan

Program Penataan Dan
Penyempurnaan Kebijakan Sistem
Dan Prosedur Pengawasan

Persentase PD yang
melaksanakan zona integritas
menuju WBK dengan dukungan
penguatan kebijakan

Program Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah

Persentase kepatuhan PD
terhadap ketentuan perundang -
undangan

Program Peningkatan Percepatan
Pemberantasan Korupsi

Persentase PD yang
melaksanakan zona integritas
menuju WBK
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BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam Laporan Kinerja Inspektorat Daerah
Kabupaten Lumajang tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi
planning mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Rencana
Kerja) dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang.
Fungsi organizing seluruh sumber daya dalam koridor prosedur yang telah
ditetapkan yang kemudian menjadi dasar melaksanakan Kkegiatan
pengawasan dan pemibinaan sebagai fungsi actuating dari perencanaan yang
sudah dibuat. Di akhir kegiatan terdapat fungsi evaluating dimana semua

pelaksanakan program dan kegiatan harus disampaikan ke dalam sebuah
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bentuk pertanggung jawabanpenggunaan seluruh sumber daya manajemen
pendukung dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.
Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya
terukur. Terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti
pengukurannya. Dalam pertanggung jawaban piranti yang diukur adalah
kegiatan, program, dan sasaran untuk melihat sejauh mana kegiatan,
program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dari perencanaan yang

telah dibuat.

A. CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan
capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan
strategis yang diterjemahkan dalam rencana kerja. Adapun pengukuran
Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja
sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui
selisih atau celah kinerja (peformance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih
kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat
untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (performance
improvement).

Pengukuran capaian kinerja program dan kegiatan di Inspektorat
Daerah Kabupaten Lumajang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan
dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan — kegiatan tersebut
dapat diukur pencapaiannya yang mendukung pada pencapaian indikator
program. Adapun pengukuran Kkinerja tersebut dengan rumus sebagai
berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya Kkinerja
atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya Kinerja,

maka digunakan rumus:
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Realisasi

Capaian Indikator Kinerja = ----------------------------- e x 100%

2. Jika ukurannya sebaliknya, yaitu apabila semakin tinggi realisasi
menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi

menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

(Target — (Realisasi — Target)
Capaian Indikator Kinerja = ------------------------ - x 100%

Farget

TOr S

Untuk melaksanakan penilaian capaian kinerja telah ditetapkan
penilaian skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari

pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

85 ke atas : Sangat Baik

70 < x< 85 : Baik

55 <x< 70 : Cukup Baik
x< 55 : Kurang Baik

Secara umum Inspektorat daerah Kabupaten Lumajang telah
melaksanakan seluruh kegiatan yang direncanakan dalam rangka mencapai
sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis
Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang 2018-2023. Pencapaian kinerja
tahun 2020 sudah mengacu dan sesuai dengan rencana kerja tahun 2020.

Keberhasilan atau kegagalan dari suatu sasaran bisa saja terjadi dalam
proses waktu yang tidak singkat, lebih dapat dipastikan lagi faktor yang
mempengaruhinya tidak dapat terjawab dalam waktu pengukuran
akuntabilitas kinerja satu tahun. Evaluasi bisa berupa perbandingan antar
target, atau antar capaian dalam rentang sekian tahun, ataupun antara

capaian dengan target sampai dengan tahun 2020. Pencapaian sasaran yang
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telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahun 2020 oleh Inspektorat Daerah
Kabupaten Lumajang yang terdiri dari 3 indikator sasaran, secara rata-rata
adalah sebesar 89% dengan kategori sangat baik.

Tujuan, Capaian indikator dan target Inspektorat Daerah Kabupaten
Lumajang tahun 2020 disajikan pada Tabel 3.1 dan Capaian Kegiatan
Anggaran disajikan pada Tabel 3.2 sebagai berikut :
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Tabel 3.1 Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2020

N SASARAN INDIKATOR PEMBILAN | PENYEBU | TARGET | REALISASI | CAPAIAN
TUJUAN KATEGORI
0] STRATEGIS KINERJA G T 2020 2020 (%)
Meningkatkan Jumlah OPD yang
penyelenggaraa layak ditetapkan
n pemerm‘tahan sebagai zona
yang bersih dan integritas menuju 1 14 1 14 1.400 -
bebas dari KKN
WBK berdasarkan
Self Assessment
WBK
1 Meningkatnya 1 | Persentase 16 52 50 % 31 % 62 Cukup
system OPD dengan Baik
pengendalian maturitas SPIP
internal level 3
penyelenggaraa
n pemerintahan | 2 | Nilai
: Sangat
menuju good Kapabilitas 3 3 3 100 % 100 &
governance dan baik
meningkatnya APIP
efektivitas
. 3 | Persentase 79 100 75 % 79 % 105 Sangat
manajemen h :
risiko dalam pemenuhan Baik
aksi
penyelenggaraa ah
n pemerintahan pencegahan
dan
pemberantasa
n korupsi
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Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang 2020 (Data diolah)

Tabel 3.2 Capaian Program/Kegiatan Inspektorat Daerah Tahun 2020

PROGRAM

KEGIATAN
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Rencana Tingkat
No | Kode . ) Kode . Indikator Satuan Tingkat Realisasi ng ‘a
Uraian Indikator Uraian L . Capaian
prog Keg Kinerja Capaian
1 17 Program Persentase 17.001 | Pelaksanaan Input : Dana Rupiah 109,695,00 82,697,50 75.3
Peningkatan Rekomendasi hasil Pengawasan Internal 0 0 9
Sistem pengawasan yang dan Tindaklanjut
Pengawasan Ditindak Lanjuti Pengawasan Secara
Internal dan Persentase Kasus/ Berkala Output :
Pengendalian | pengaduan LHP reguler / Laporan 60.0
Pelaksanaan Masyarakat Yang Pokok-pokok hasil 5 3 0
Kebijakan Ditindak Lanjuti APIP pemeriksaan
Kepala Daerah | sesuai standar (P2HP) reguler
Persentase PDyang | 17.005 | Inventarisasi Temuan | Input: Dana Rupiah -
mendapatkan nilai Pengawasan -
evaluasi SAKIP Output :
minimal B
Persentase Laporan 100% 100% 100.0
DTP yang disusun 0
17.006 | Tindak Lanjut Hasil Input : Dana Rupiah 17,844,00 17,813,00 99.8
Temuan Pengawasan 0 0 3
Output :
Persentase laporan 80% 80% 100.1
hasil tindaklanjut 3
yang disusun
17.007 | Koordinasi Input : Dana Rupiah 14,566,00 14,560,00 99.9
Pengawasan yang 0 0 6
lebih komprehensif Output :




Jumlah laporan Dok 2 dokumen 100.0
hasil koordinasi 2 0
pengawasan yang
disusun
Ikhtisar Hasil 2 Dokumen - 100.0
Pengawasan mencakup 62 0
OPD, 3
PD, 215
Desa/Kelurahan
17.008 | Evaluasi Berkala Input : Dana Rupiah - 0%
Temuan Hasil Outout -
Pengawasan bercertase 100% 100% 100.0
koordinasi hasil 0
pengawasan
berkala yang
difasilitasi
17.009 Penanganan Kasus Input : Dana Rupiah 172,500,00 166,800,00 96.7
dan Pengaduan di 0 0 0
Lingkungan Output :
Pemerintah Daerah
dan Pemerintahan di | Jumiah 10 10 100.0
bawahnya kg_sus/pengaduan 0
dilingkup
pemerintahan yang
diperiksa
17.012 | Pelaksanaan Evaluasi | Input: Dana Rupiah 31,275,00 30,875,00 98.7
Akuntabilitas Kinerja 0 0 2
Pemerintah (AKIP) Output :
Jumlah SAKIP OPD OPD ) ) 100.0
yang dievaluasi 2 2 0
17.014 | Penyusunan dan Input : Dana Rupiah - 0%
Updating Peta Output :
Pengawasan (Audi Jumlah peta Dokumen 100.0
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pengawasan 5 5
Universe) terupdate
17.015 | Pelaksanaan Input : Dana Rupiah 409,375,00 407,604,50 99.5
Pengawasan Internal 0 0
dengan Tujuan Output :
Tertentu
Persentase 100% 100% 100.0
identifikasi
rekomendasi hasil
pemeriksaan yang
diterbitkan
17.016 | Penyelenggaraan Input : Dana Rupiah 217,775,00 22,350,00 804
Sistem Pengendalian 0 0
Mutu Pengawasan Output :
Jumlah laporan QA 35 35 100.0
yang dikeluarkan
17.017 | Evaluasi Mandiri Input : Dana Rupiah 20,225,00 18,235,50 90.1
Pelaksanaan 0 0
Reformasi Birokrasi Output :
Jumlah laporan LHE 1 laporan (4 1 laporan (4 100.0
hasil evaluasi RB rangkap) rangkap)
17.018 | Review Dokumen Input : Dana Rupiah 41,700,00 38,741,50 929
SAKIP/Kinerja 0 0
Penyelenggaraan Output :
Pemerintahan Daerah Jumlah laporan Laporan 2 2 100.0
revieu dokumen
perencanaan
daerah
Jumlah laporan Laporan 2 2 100.0
revieu dokumen
capaian kinerja
17.019 | Review Laporan Input : Dana Rupiah 88,175,00 83,476,00 94.6
Keuangan Daerah 0 0
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Qutput :

Jumlah laporan Laporan 1 1 100.0
review laporan laporan laporan 0
keuangan daerah
17.020 | Review Anggaran Input : Dana Rupiah 83,020,00 66,891,00 80.5
Pendapatan dan 0 0 7
Belanja Daerah Output :
Jumlah laporan 1 laporan 1 laporan 100.0
review APBD 0
20 Program Persentase 20.005 | Penyelenggaraan dan | Input:Dana Rupiah 13,046,00 12,800,00 98.1
Penyelenggaraa | kepatuhan PD Pelaporan SPIP 0 0 1
n Sistem terhadap ketentuan Output :
Pengendalian | perundang - Jumlah dokumen dokumen 2 2 100.0
Intermn undangan SPIP yang disusun 0
Pemerintah
20.006 | Pembinaan Input : Dana Rupiah 56,380,00 55,246,00 97.9
Implementasi Sistem 0 0 9
dan Peraturan
Perundangan Bagi Output :
Auditee
Jumlah PD yang opd 64 61 95.3
dibina tentang 1
ketentuan peraturan
perundangan
Jumlah Desa yang desa 0 0 0%
dibina tentang
ketentuan peraturan
perundangan
18 Program Persentase APIP 18.001 | Pelatihan Input : Dana Rupiah - 0%
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Peningkatan berkompetensi sesuai pengembangan Output ;

Profesionalisme | standar kompetensi tenaga pemeriksa dan | jumlah diklat yang diklat - 0%

Tenaga APIP aparatur pengawasan | diikuti 1

Pemeriksa dan

Aparatur

Pengawasan

19 Program Persentase OPD 19.002 Penyusunan Input : Dana Rupiah 13,261,00 8,976,00 67.6

Penataan dan yang melaksanakan Kebijakan Sistem dan 0 0 9

Penyempurnaa | zona integritas Prosedur Output :

n Kebijakan menuju WBK dengan Pengawasan Jumlah dokumen Dokumen 10 10 100.0

Sistem dan dukungan penguatan kebijakan 0

Prosedur kebijakan pengawasan yang

Pengawasan disosialisasikan
kepada obyek
pemeriksaan

19.003 | Penyusunan dan Input : Dana Rupiah 59,630,00 59,620,00 99.9
Pemeliharaan Sistem 0 0 8
Informasi Jumlah aplikasi 3SIP 3SIP 100.0
Pengawasan Internal | sistem informasi 0
pengawasan yang
terpelihara
21 Program Persentase PDyang | 21.001 Penanganan Tuntutan | Input: Dana Rupiah - 0%

Peningkatan melaksanakan zona Perbendaharaan dan -

Percepatan integritas menuju Tuntutan Ganti Rugi | Qutput :

Pemberantasan | WBK (TPITGR)

Korupsi Persentase kasus % 100 100 100.0
TPTGR yang 0
diproses

21.002 | Koordinasi, Input : Dana Rupiah 27,123,00 24,680,00 90.9
Monitoring, dan 0 0 9
Evaluasi Pelaksanaan | Qutput :
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Jumlah PD yang PD 14 14 100.0
dievaluasi telah 0
melaksanakan zona
Percepatan integritas dan WBK
Pemberantasan
Korupsi
21.003 | Penyelenggaraan Input : Dana Rupiah 140,475,00 118,928,00 84.6
Sapu Bersih 0 0 6
Pungutan Liar (Saber | Qutput :
Pungli) dan Unit
Pengendalian Jumlah sosialisasi kali 3 4 133.3
Gratifikasi (UPG) Saber Pungli dan 3
UPG yang
terfasilitasi
21.004 | Operasional Input : Dana Rupiah 0 0%
Penyelenggaraan
Tugas TP4D Output :
Laporan Laporan 2 0 0%
Penyelenggaraan
TP4D
01 Program Persentase 01.001 | Pelayanan Input : Dana Rupiah 638,079,00 608,734,06 95.4
pelayanan pemenuhan Adminitrasi dan 0 2 0
administrasi pelayanan operasional Output :
perkantoran administrasi Perkantoran
perkantoran . % 18 18 100.0
Jumlah jenis 0
pelayanan
administrasi
perkantoran yang
disediakan
02 Program Persentase 045 Pembangunan/ Input : Dana Rupiah 26,500,00 26,400,00 99.6
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Peningkatan pemenuhan sarana Pengadaan dan 0 0
Sarana dan dan prasarana Rehabilitasi Sarana Output :
Prasarana aparatur dan Prasaranan
aparatur Aparatur Jumlah jenis sarana jenis 1 1 100.0
prasarana aparatur
yang disediakan
046 Pemeliharaan Input : Dana Rupiah 127,024,00 119,960,37 94.4
Rutin/Berkala Sarana 0 2
dan Prasarana Output :
Aparatur
Jumlah jenis sarana jenis 6 5 83.3
prasarana aparatur
yang dipelihara
06 Program Persentase LKjyang | 06.001 Penyusunan Laporan | Input: Dana Rupiah 5,000,00 5,000,00 100.0
Peningkatan diterbitkan Capaian Kinerja dan 0 0
Pengembangan Ikhtisar Realisasi Output :
sistem Kinerja SKPD/LAKIP | 3,miah laporan Dok 1 1 1000
Pelaporan capaian kinerja dan
Capaian Kinerja ikhtisar realisasi
dan Keuangan kinerja
SKPD/LAKIP yang
disusun
06.002 | Penyusunan Laporan | _
Keuangan Input : Dana Rupiah -
Semesteran dan
Output :
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Prognosis Realisasi
Anggaran

Jumlah laporan
keuangan
semesteran dan
prognosis realisasi
anggaran

Dok

1 dokumen

1 dokumen

100.0

06.003

Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir
Tahun

Input : Dana

Output :

Jumlah laporan
keuangan akhir
tahun

Rupiah

Dok

5,000,00
0

4,990,00
0

99.8

100.0

06.004

Penyusunan rencana
kerja dan anggaran
(RKA) SKPD

Input : Dana

Qutput :

Jumlah rencana
kerja (Renja) dan
Rencana Kerja
Anggaran (RKA)
SKPD

Rupiah

Dok

100.0

Jumlah

2,127,668,00
0

1,995,378,43
4

93.7
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1.

target tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Capaian kinerja Inspektorat Daerah tahun 2020 dibandingkan dengan

Tabel 3.3 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Inspektorat

Kabupaten Lumajang Tahun 2020

SASARAN INDIKATOR TARGET | REALISASI
NO CAPAIAN
STRATEGIS KINERJA 2020 2020
1 | Meningkatnya Persentase OPD
system dengan o
% 1% 2%
pengendalian maturitas SPIP 50% 31% 62%
internal level 3
penyelenggaraan —
pemerintahan Nilai
menuju good Kapabilitas 3 3 100%
governance dan APIP
mempgkatnya Persentase
efektivitas
i pemenuhan
manajemen Ksi
isiko dalam st
TISIKO pencegahan 75% 79% 105%
penyelenggaraan dan
pemerintahan
pemberantasan
korupsi

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang 2020 (Data diolah)

Berdasarkan tabel 3.2 di atas dapat terdapat 1 indikator kinerja yang
belum mencapai target kinerja yaitu persentase OPD dengan maturitas SPIP
level 3 dengan capaian sebesar 62%. Sedangkan 2 indikator lainnya telah
memenuhi target yang telah ditetapkan di awal tahun pelaksanaan yang
dituangkan dalam rencana kerja tahun 2020 dengan kategori capaian sangat
baik.

Belum tercapainya target indikator kinerja dengan maturitas SPIP level
3 ini disebabkan karena kurangnya partisipasi OPD dan masih belum paham
akan pentingnya SPIP pada lingkungan

kerjanya masing-masing.

Berdasarkan beberapa penilaian yang telah dilakukan masih didominasi pada

30



OPD dengan klasifikasi rintisan dan masih berkembang. Untuk kedepannya
diharapkan dari klasifikasi berkembang ini akan menjadi terdefinisi bahkan
menjadi terkelola dan terukur.

Untuk indikator kinerja nilai kapabilitas APIP telah memenuhi target
yaitu level 3. Hal ini sama dengan capaian tahun sebelumnya, sehingga ini
mengindikasikan apa yang telah diperoleh bisa dipertahankan dan sesuai
dengan target yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk indikator Kkinerja
persentase pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi telah
melebihi target tahun ini yaitu 79% dari 75% target yang ditetapkan.
Pencapaian taget indikator Kkinerja ini sebagai bukti telah terlaksananya
program peningkatan percepatan pemberatasan korupsi. Diantara kegiatan
yang dilakukan adalah koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam
pelaksanaan percepatan pemberan